— PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah

Alamat : Jalan Basuki Rahmad Pangkalpinang Telpon/Fax. 0717 422092

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 050/13.2/SK/BAPPEDA & LITBANG/1X/2021

TENTANG
PENETAPAN POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa perumusan Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang harus mendukung Kinerja
Pemerintah Kota Pangkalpinang dan disusun secara berjenjang dari level kinerja
kota sampai level staf dan /atau pejabat fungsional, dimana level kinerja bawah
merupakan penyumbang kinerja untuk level kinerja di atasnya yang disusun
dalam bentuk pohon kinerja;

b. bahwa penyusunan pohon kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang -Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor 3);

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57);

18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, menjadi pedoman
dalam menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota
Pangkalpinang

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan

penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 23 September 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENE|ZFANPERGEMBANGAN DAERAH

NIP. 107907252005011008









